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PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

NOMOR 2 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOLAKA UTARA 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan 
pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi daerah, cukup potensi untuk dipungut adalah 
retribusi pelayanan pasar;  

 
b. bahwa penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu diatur 

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan 
masyarakat, dan aspek keadilan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan 

huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4339); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  4438); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 
 
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 

tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum; 
 
                
                 Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
dan 

BUPATI KOLAKA UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG 
RETRIBUSI PASAR. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
5. Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual barang maupun jasa-

jasa, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
 
6. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat penjualan atau tempat lain dilingkungan 

pasar yang beradius 300 m. 
 
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas Jasa Pemanfaatan Fasilitas Pasar yang dibangun oleh 
Pemerintah Daerah.  
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8. Rumah Toko (Ruko) adalah semua tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun 
dilingkungan pasar Kolaka Utara. 

 
9. Kios adalah sebuah bangunan dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan 

berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. 
 
10. Los adalah sebuah banguan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa 

dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan. 
 
11. Pelataran adalah tempat atau ruang terbuka yang disediakan untuk tempat 

berjualan. 
 
12. Ruang Terbuka Non Pelataran adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat 

dimanfaatkan untuk menjual dalam kondisi tertentu sepanjang tidak mengganggu 
keamanan, ketertiban dan keindahan; 

 
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau 
Badan. 

 
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotongan retribusi tertentu. 

 
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

 
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD 

adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan 
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

 
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas 
jumlah retribusi yang ditetapkan. 

 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
yang tidak seharusnya terutang. 

 
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 

 
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan 
SKRDKBT yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

 
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
kewajiban daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

 
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
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Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi dan 
menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
Pasal 2 

 
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pasar oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
 

Pasal 3 
 
Obyek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa Toko, 
Ruko, Kios, Los, Pelataran dan Ruang Terbuka Non Pelataran yang dibangun oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 4 

 
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan 

fasilitas pasar. 
 
(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai 

dengan tarif dan fasilitas pasar yang digunakan.  
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

Retribusi Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.  
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi 
tempat, jasa usaha serta fasilitas. 

 
BAB V 

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 7 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
 

Pasal 8 
 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut : 
 

NO. JENIS BANGUNAN/FASILITAS T A R I F 
1. 

2. 

3. 

Toko/ruko 

Kios 

Los 

Rp. 1.000,-/Hari Pasar 

Rp.    700,-/Hari Pasar 

Rp.    500,-/Hari Pasar 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Los Ikan 

Los Daging 

Pelataran 

Ruangan Terbuka Non Pelataran dan 

Bangunan Darurat. 

Rp.    500,-/Hari Pasar 

Rp.    1.000,-/Hari Pasar 

Rp.    300,-/Hari Pasar 

1 s/d 5 M2 Rp. 500,-/Hari Pasar 

6 s/d 10 M2 Rp. 1.000,-/Hari Pasar 

 
Pasal 9 

 
Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk. 
 

Pasal 10 
 

(1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan 
retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

 
(2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan 

barang dagangannya di dalam pasar daerah, dikenakan retribusi sebesar 100 % 
(seratus persen). 

 
Pasal 11 

 
(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti 

pembayaran. 
 
(2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB VI 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah 

ini disetor ke kas daerah. 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 13 

 
Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 14 

 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
besarnya retribusi yang terutang atau yang tidak bayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
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BAB IX 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 15 

 
(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 

Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang. 
 
(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi 
yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas. 

 
(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. 

 
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi 

diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 

BAB X 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 16 

 
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
 

BAB XI 
SURAT PENDAFTARAN 

 
Pasal 17 

 
(1) Berdasarkan Retribusi Wajib mengisi SPdORD. 
 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani pleh wajib retribusi atau kuasanya. 
 
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB XII 
PENETAPAN RETRIBUSI 

 
Pasal 18  

 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan 

retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data 

yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah retribusi 
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. 

 
BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN 
 

Pasal 19 
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(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 

 
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
yang terutang. 

 
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 
 

BAB XIV 
KADALUWARSA  

 
Pasal 20 

 
(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali retribusi melakukan tindak pidana 
dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
tertangguh, apabila : 
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 
 

BAB XV 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 
 

Pasal 21 
 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus; 

 
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah 

yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. 
 

BAB XVI 
BAGI HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI 

KEPADA DESA 
 

Pasal 22 
 
(1) Hasil penerimaan retribusi pasar sebagian diperuntukkan kepada desa. 
 
(2) Bagian desa dari hasil pungutan  retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) desa mendapat 5 % (lima persen) dari jumlah  pungutan retribusi yang 
dipungut. 

 
(3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

sepenuhya oleh desa. 
 
(4) Penerimaan retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputuasan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD 
Kabupaten Kolaka Utara. 

 
BAB XVIII 

PENGAWASAN 
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Pasal 23 
 

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 
 

BAB XIX 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 24 

 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah retribusi terutang. 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

BAB XX 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 25 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana retribusi daerah tersebut; 

c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan, dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XXI 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 26 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kolaka 
Utara.                     

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 3 Januari 2006 

  
Pj.BUPATI KOLAKA UTARA, 

H. DJALIMAN MADY 
 

Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal, 7 Januari 2006 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
 
  
 
 

AMIR BADI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C 
 
 
 

 
 
 

  

 


